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KEPUTUSAN 
INSPEKTUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.4/       /KEP/INPTD/2020 

TENTANG 

RENCANA KERJA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 

PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

TAHUN 2021  

INSPEKTUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
	Menimbang
	:
	a. bahwa setiap unit kerja harus melaksanakan reformasi birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi dari Tim Penilai sebagai langkah perbaikan berkelanjutan program reformasi birokrasi Tahun 2021, Inspektorat Daerah harus memiliki rencana kerja untuk memberikan arah perubahan reformasi birokrasi dan target kinerja yang harus dicapai dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Rencana Kerja Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021; 


	Mengingat 
	:
	1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
6. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 68 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun           2018 – 2022 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 56 Seri E);
7. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 53 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 7 Seri E);

	MEMUTUSKAN:



	Menetapkan
	:
	

	KESATU
	:
	Rencana Kerja Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Inspektur ini.



	KEDUA

	:
	Rencana Kerja Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertujuan untuk memberikan arah perubahan reformasi birokrasi dan target kinerja yang harus dicapai dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik pada area:
1. Manajemen perubahan;

2. Deregulasi kebijakan;

3. Penataan dan penguatan organisasi;

4. Penataan tatalaksana;

5. Penataan sistem manajemen SDM Aparatur;

6. Penguatan akuntabilitas;

7. Penguatan pengawasan;

8. Peningkatan kualitas pelayanan publik.


	KETIGA


	:
	Rencana Kerja Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki sasaran yaitu tercapainya keselarasan rencana kerja reformasi birokrasi Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 – 2022 di area pengawasan, yaitu:
1. Pelaksanaan pengendalian gratifikasi;

2. Pelaksanaan whistleblowing system;

3. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan;

4. Pembangunan SIPI;

5. Penanganan pengaduan masyarakat;

6. Komitmen atas MoU yang telah disepakati;

7. Mengoptimalkan public campaign pada tahun berikutnya;

8. Meningkatkan responsibility kinerja pengaduan masyarakat;

9. Lebih selektif terhadap pengaduan masyarakat.



	KEEMPAT
	:
	Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Pangkalpinang

pada tanggal       September 2020

INSPEKTUR

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

SUSANTO
Pembina Utama Madya

NIP. 196306121985031001

LAMPIRAN 

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI KEPULAUAN 
BANGKA BELITUNG

NOMOR
: 188.44/       /KEP/INPTD/2020
TANGGAL
:          September 2020
RENCANA KERJA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2021
A. Pendahuluan

Pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 sudah memasuki periode ke tiga yaitu 2020-2024. Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu disusun rencana kerja pelaksanaan reformasi birokrasi pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rencana Kerja Roformasi Birokrasi Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang memuat kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai tindak lanjut dari Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 68 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 – 2022.
B. Tujuan Rencana Kerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Tujuan rencana kerja pelaksanaan reformasi birokrasi adalah untuk memberikan arah pelaksanaan dan pencapaian reformasi birokrasi di Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021.
C. Kondisi yang ingin Dicapai dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

1. Area Manejemen Perubahan

Kondisi yang ingin dicapai pada area perubahan ini adalah: 

a) Semakin konsistennya keterlibatan pimpinan dan seluruh jajaran pegawai kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi; 

b) Perubahan pola pikir dan budaya kerja kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang semakin meningkat, khususnya dalam merespon perkembangan zaman; 

c) Menurunnya resistensi terhadap perubahan; 

d) Budaya perubahan yang semakin melekat (embedded) pada setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
2. Area Deregulasi Kebijakan

Kondisi yang ingin dicapai pada area perubahan ini adalah: 

a) Menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh istansi pemerintah; 

b) Meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang- undangan kementerian/lembaga/pemerintah daerah; 

c) Menurunnya kebijakan yang menghambat investasi/perizinan/kemudahan berusaha; 

3. Area Penataan dan Penguatan Organisasi
Kondisi yang ingin dicapai pada area perubahan ini adalah: 

a) Menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah; 

b) Meningkatnya kapasitas kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi; 

c) Terciptanya desain organisasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang mendukung kinerja; 

d) Berkurangnya jenjang organisasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja; 

4. Area Penataan Tatalaksana

Kondisi yang ingin dicapai pada area perubahan ini adalah: 

a) Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di kementerian/lembaga/pemerintah daerah; 

b) Terciptanya pemanfaatan teknologi informasi terintegrasi yang akan menghasilkan keterpaduan proses bisnis, data, infrastruktur, dan aplikasi secara nasional; 

c) Meningkatnya efektivitas dan efisiensi proses manajemen pemerintahan; 

d) Meningkatnya kinerja di kementerian/lembaga/pemerintah daerah. 

5. Area Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
Kondisi yang ingin dicapai pada area perubahan ini adalah: 

a) Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah; 

b) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah; 

c) Meningkatnya disiplin SDM Aparatur pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah; 

d) Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur apda masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah; 

e) Meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

6. Area Penguatan Akuntabilitas
Kondisi yang ingin dicapai pada area perubahan ini adalah: 

a) Meningkatnya komitmen pimpinan dan jajaran pegawai terhadap kinerja dibandingkan sekedar kerja rutunitas semata; 

b) Meningkatnya kemampuan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam mengelola kinerja organisasi; 

c) Meningkatnya kemampuan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam menetapkan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi; 

d) Meningkatnya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah. 

7. Area Penguatan Pengawasan
Kondisi yang ingin dicapai pada area perubahan ini adalah: 

a) Meningkatnya kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah; 

b) Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing- masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah. 

c) Meningkatkan sistem integritas di kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam upaya pencegahan KKN 

8. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Kondisi yang ingin dicapai pada area perubahan ini adalah: 

a) Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah; 

b) Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah; 

c) Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah. 

D. Langkah Kerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021
1. RENCANA KERJA AREA MANAJEMEN PERUBAHAN

	No
	Unsur Penilaian PMPRB
	Kegiatan
	Jenis Dokumen/Bukti Dukung
	Sept
	Okt
	Nop
	Des
	Jan
	Feb
	Mar
	Apr
	Mei
	Juni
	Juli
	Agust
	Penanggung Jawab

	1.
	Tim RB 
	1. Pembentukan Tim RB;

2. Tim RB melaksanakan tugas sesuai rencana kerja

3. Tim melakukan monev rencana kerja dan hasil evaluasi ditindaklanjuti
	1. SK Tim RB;

2. SK Rencana kerja;

3. ST Monev rencana kerja, undangan, foto kegiatan, laporan monev
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	· Tim Area Manajemen Perubahan
· Sekretariat

	2.
	Road Map RB (Rencana Kerja)
	1. Rencana kerja disusun dan diformalkan;

2. Rencana kerja mencakup 8 area perubahan;

3. Mencakup quick win;

4. Melibatkan seluruh unit di organisasi;

5. Sosialisasi rencana kerja RB;

6. Rencana kerja selaras dengan road map.
	1. SK Rencana kerja;

2. Bukti sosialisasi rencana kerja;


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	· Tim Area Manajemen Perubahan
· Sekretariat

	3.
	Pemantauan dan evaluasi RB
	1. PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik; 

2. Aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit kerja; 

3. Telah dilakukan pelatihan yang cukup bagi Tim Asessor PMPRB; 

4. Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

5. Koordinator asesor PMPRB melakukan reviu terhadap kertas kerja asesor sebelum menyusun kertas kerja instansi; 

6. Para asesor mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB instansi; 

7. Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telah dikomunikasikan dan dilaksanakan; 

8. Penanggungjawab reformasi birokrasi internal unit kerja telah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja; 
	1. Rencana kerja;

2. Bukti sosialisasi PMPRB;

3. Sertifikat pelatihan asesor;

4. LKE dan kertas kerja;

5. Bukti RATL disosialisasi dan dilaksanakan;

6. Bukti monev rencana kerja.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	· Tim Area Manajemen Perubahan
· Sekretariat

	4.
	Perubahan pola pikir dan budaya kinerja
	Membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisaasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari
	1. Bukti pimpinan terlibat dalam pelaksanaan RB;

2. Bukti komunikasi/sosialisasi kegiatan RB;

3. SK agent of change
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	· Tim Area Manajemen Perubahan
· Sekretariat

	5.
	Aspek Reform

1. Komitmen dalam perubahan

2. Komitmen Pimpinan

3. Membangun budaya kerja
	
	1. SK budaya kerja;

2. Foto/video pimpinan terhadap pelaksanaan RB;

3. Bukti sosialisasi budaya kerja
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	· Tim Area Manajemen Perubahan
· Sekretariat


	INSPEKTUR

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

SUSANTO

NIP. 196306121985031001
	SEKRETARIS
Desi Sinorita, S.Kom.

NIP. 197203132002122004
	TIM AREA MANAJEMEN PERUBAHAN

1. Silpani, S.E. (Koordinator)

2. Ahmad Aprizal Husairi, S.ST. (Anggota)

3. Susanna Oktalia, S.E. (Anggota)

4. Drs. Winardi, M.Si. (Anggota)
	: ..........................

                                    : ..........................

: ..........................

                                    : ..........................


2. RENCANA KERJA AREA DEREGULASI KEBIJAKAN

	No
	Unsur Penilaian PMPRB
	Kegiatan
	Jenis Dokumen/Bukti Dukung
	Sept
	Okt
	Nop
	Des
	Jan
	Feb
	Mar
	Apr
	Mei
	Juni
	Juli
	Agust
	Penanggung Jawab

	1.
	Harmonisasi 
	1. Identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat yang akan direvisi/dihapus;

2. Melakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat;
3. Melakukan revisi kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat.


	1. ST Tim yang bertugas mengidentifikasi, analisis dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat;

2. Laporan hasil identifikasi, analisis dan pemetaan;

3. Usulan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat (jika ada)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	· Tim Area Deregulasi Kebijakan
· Sekretariat

	2.
	Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan
	1. Adanya sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan yang menyaratkan adanya rapat koordinasi, dan paraf koordinasi;

2. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan;


	1. ST rapat koordinasi, notulen, foto.
2. ST evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan.
3. Laporan  evaluasi.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	· Tim Area Deregulasi Kebijakan

· Sekretariat

	3.
	Aspek Reform

1. Peran kebijakan
2. Penyelesaian kebijakan
	1. Kebijakan yang ditertibkan memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya;

2. Kebijakan pelayanan memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan;

3. Bukti penyelesaian pelayanan.
	1. Peta keterkaitan dengan kebijakan lain;
2. Identifikasi/peta keterkaitan pelayanan perizinan memuat kemudahan dan efisiensi;

3. Pernyataan bahwa penyelesaian kebijakan sesuai dengan program legislasi;


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	· Tim Area Deregulasi Kebijakan

· Sekretariat


	INSPEKTUR

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

SUSANTO

NIP. 196306121985031001
	SEKRETARIS

Desi Sinorita, S.Kom.

NIP. 197203132002122004
	TIM AREA DEREGULASI KEBIJAKAN
1. Farah Cinthamadhini, S.STP. (Koordinator)

2. Fitriah, S.E. (Anggota)

3. Herlina, S.E. (Anggota)


	: ..........................
                                    : ..........................

: ..........................

                                    


3. RENCANA KERJA AREA PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

	No
	Unsur Penilaian PMPRB
	Kegiatan
	Jenis Dokumen/Bukti Dukung
	Sept
	Okt
	Nop
	Des
	Jan
	Feb
	Mar
	Apr
	Mei
	Juni
	Juli
	Agust
	Penanggung Jawab

	1.
	Penataan organisasi
	1. Menyusun desain organisasi sesuai rencana strategis;

2. Penyederhanaan struktur organisasi;

3. Merumuskan mekanisme hubungan dan koordinasi antara JFT yang ditetapkan pimpinan;

4. Pengalihan jabatan struktural ke JFT sesuai kriteria;

5. Telah disusun kelompok JFT sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

	a. Renstra;
b. Pergub SOTK;
c. Mekanisme hubungan dan koordinasi antara JFT;

d. Kriteria pengalihan jabatan struktural ke JFT;  
e. SK tentang kelompok JFT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	· Tim Area Penataan dan Penguatan Organisasi
· Sekretariat

	2.
	Evaluasi kebijakan
	1. Adanya evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi;

2. Melakukan evaluasi pengukuran jenjang organisasi;

3. Melakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan;
4. Melakukan evaluasi yang menganalisis rentang kendali terhadap struktur yang langsung berada di bawahnya; 

5. Melakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi/unit kerja dengan kinerja yang akan dihasilkan; 

6. Melakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat /kewenangan lembaga; 

7. Melakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain; 

8. Melakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. 

	a. ST evaluasi organisasi;

b. Laporan evaluasi terkait  ketepatan fungsi dan ukuran, jenjang, rentang kendali, kesesuaian struktur dan tumpang tindih;
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	· Tim Area Penataan dan Penguatan Organisasi

· Sekretariat

	3.
	Tindak lanjut evaluasi


	1. Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi; 

2. Hasil evaluasi untuk ditindaklanjuti dengan penyederhanaan birokrasi. 

	Laporan tindak lanjut evaluasi organisasi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	· Tim Area Penataan dan Penguatan Organisasi

· Sekretariat

	4.
	Aspek Reform

1. Organisasi berbasis kinerja
2. Penyederhanaan organisasi
3. Hasil evaluasi kelembagaan
	
	1. Laporan evaluasi kelembagaan

2. Jumlah peta proses bisnis yang ideal dalam rangka penyederhanaan organisasi;

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	· Tim Area Penataan dan Penguatan Organisasi

· Sekretariat


	INSPEKTUR

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

SUSANTO

NIP. 196306121985031001
	SEKRETARIS

Desi Sinorita, S.Kom.

NIP. 197203132002122004
	TIM AREA PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

	
	
	1. Drs. Akhmad Mokhtar (Koordinator)
2. Senny Susanti, S.E., M.M. (Anggota)
3. Febrina Santi, S.E. (Anggota)
	: ..........................
                                    : ..........................
: ..........................


4. RENCANA KERJA AREA PENATAAN TATALAKSANA

	No
	Unsur Penilaian PMPRB
	Kegiatan
	Jenis Dokumen/Bukti Dukung
	Sept
	Okt
	Nop
	Des
	Jan
	Feb
	Mar
	Apr
	Mei
	Juni
	Juli
	Agust
	Penanggung Jawab

	1.
	Proses Bisnis dan Prosedur Operasional Tetap (SOP) 
	1. Penyusunan peta proses bisnis sesuai dengan pedoman penyusunan peta proses bisnis pemda;

2. Tersedia peta proses bisnis sesuai dengan tugas dan fungsi;

3. Penyusunan peta proses bisnis sesuai dengan dokumen renstra dan rencana kerja organisasi;

4. Peta proses bisnis selaras dengan kinerja organisasi berjenjang;

5. Peta proses bisnis dijabarkan dalam SOP;

6. SOP telah diterapkan;

7. Peta proses bisnis dan prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan tuntutan efisiensi dan efektivitas birokrasi;

8. Mengevaluasi peta proses bisnis sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi.


	a. Peta proses bisnis; 

b. SOP;

c. Laporan evaluasi peta proses bisnis dan SOP.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	· Tim Area Penataan Tatalaksana
· Sekretariat

	2.
	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
	1. Organisasi memiliki arsitektur SPBE;

2. Organisasi memiliki peta rencana SPBE;

3. Tim koordinasi SPBE melaksanakan tugas dan programnya;

4. Organisasi menerapkan layanan SPBE; 
5. Organisasi memiliki layanan kepegawaian berbasis elektronik; 

6. Organisasi memiliki layanan kearsipan berbasis elektronik; 

7. Organisasi memiliki layanan perencanaan, penganggaran dan kinerja berbasis elektronik; 

8. Organisasi memilik layanan publik berbasis elektronik. 


	a. SK Arsitektur SPBE;
b. Peta rencana SPBE;

c. SK Tim Koordinasi SPBE;

d. Screnshot layanan SPBE

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	· Tim Area Penataan Tatalaksana

· Sekretariat

	3.
	Keterbukaan Informasi Publik


	1. Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik; 

2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan ketebukaan informasi publik. 
	a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik;
b. ST monev pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik;

c. Laporan monev pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik;


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	· Tim Area Penataan Tatalaksana

· Sekretariat

	4.
	Aspek Reform

1. Peta proses bisnis memengaruhi penyederhanaan jabatan;
2. SPBE terintegrasi;
3. Tranformasi digital memberikan nilai manfaat.
	
	a. Peta proses bisnis
b. Pelayanan publik lebih cepat dan efisien
c. SPBE terintegrasi dan mendorong pelayanan internal;

d. Predikat indeks SPBE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	· Tim Area Penataan Tatalaksana

· Sekretariat


	INSPEKTUR

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

SUSANTO

NIP. 196306121985031001
	SEKRETARIS

Desi Sinorita, S.Kom.

NIP. 197203132002122004
	TIM AREA PENATAAN TATALAKSANA
1. Endang Juniati, S.E. (Koordinator)

2. Agus Salim, S.E. (Anggota)

3. Rizaldy Firgawan, S.E. (Anggota)


	: ..........................

                                    : ..........................

: ..........................

                                    


5. RENCANA KERJA AREA SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR

	No
	Unsur Penilaian PMPRB
	Kegiatan
	Jenis Dokumen/Bukti Dukung
	Sept
	Okt
	Nop
	Des
	Jan
	Feb
	Mar
	Apr
	Mei
	Juni
	Juli
	Agust
	Penanggung Jawab

	1.
	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi 
	1. Rencana redistribusi pegawai telah disusun dan diformalkan;

2. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan;

3. Proyeksi kebutuhan 5 tahun telah disusun dan diformalkan;

4. Perhitungan formasi jabatan menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan;

5. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan unit kerja;

6. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan;

7. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah sesuai kebutuhan unit kerja dan selaras dengan kinerja utama;

	· SK rencana redistribusi pegawai
· Bukti perhitungan kebutuhan pegawai

· Laporan proyeksi kebutuhan pegawai 5 tahun

· Bukti perhitungan formasi jabatan

· Laporan analisis jabatan dan beban kerja


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	· Tim Area Sistem Manajemen SDM Aparatur
· Sekretariat

· Irban PA

	2.
	Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN
	1. Pengumuman penerimaan diinformasikan secara luas kepada masyarakat;

2. Pendaftaran dilakukan dengan mudah, cepat dan pasti (daring);

3. Persyaratan jelas, tidak diskriminatif;

4. Proses seleksi transparan, objektif, adil, akuntabel dan bebas KKN; 

5. Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka; 

	· Screenshot pengumuman penerimaan pegawai
· Screenshot pendaftaran CPNS 

· Laporan seleksi penerimaan pegawai

· Pengumuman hasil seleksi penerimaan pegawai

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	· Tim Area Sistem Manajemen SDM Aparatur

· Sekretariat

· Irban PA

	3.
	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi

	1. Ada standar kompetensi jabatan; 

2. Assessment pegawai dilakukan;

3. Rencana pengembangan kompetensi dengan dukungan anggaran mencukupi;

4. Kebutuhan pengembangan kompetensi diidentifikasi;

5. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi;

6. Monev pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala. 

	· SK/Per-KDH tentang standar kompetensi jabatan
· Bukti assessment pegawai 

· Rencana pengembangan kompetensi

· Identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi

· Laporan monev pengembangan pegawai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	· Tim Area Sistem Manajemen SDM Aparatur

· Sekretariat

· Irban PA

	4.
	Promosi jabatan dilakukan secara terbuka
	1. Kebijakan promosi terbuka telah ditetapkan;

2. Promosi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi telah dilaksanakan;

3. Promosi terbuka dilakukan secara kompetitif dan objektif;

4. Promosi terbuka dilakukan oleh panitia seleksi yang independen;
5. Hasil setiap tahapan seleksi diumumkan secara terbuka.

	· SK/Per-KDH tentang promosi terbuka
· Bukti promosi terbuka telah dilaksanakan

· Terdapat SK panitia seleksi independen 

· Bukti pengumuman seleksi terbuka
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	· Tim Area Sistem Manajemen SDM Aparatur

· Sekretariat

· Irban PA

	5.
	Penetapan kinerja individu
	1. Capaian kinerja individu dijadikan dasar pemberian tunjangan kinerja;

2. Penerapan penetapan kinerja individu;

3. Ukuran kinerja individu memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya;

4. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik;

5. Monev atas pencapaian kinerja individu dilakukan;

6. Hasil penilaian kinerja individu dijadikan dasar pengembangan karir/pemberian penghargaan dan sanksi.

	· Screenshot capaian IKI
· SK/Per-KDH tentang penerapan penetapan IKI

· Laporan pengukuran IKI secara periodik

· Laporan monev pencapaian IKI

· Bukti pemberian TPP


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	· Tim Area Sistem Manajemen SDM Aparatur

· Sekretariat

· Irban PA

	6.
	Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai
	1. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku intansi telah ditetapkan;

2. Adanya monev pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi;

3. Adanya pemberian sanksi dan imbalan.

	· SK/Per-KDH tentang kode etik
· Laporan monev pelaksanaan monev kode etik

· Bukti pemberian sanksi dan imbalan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	· Tim Area Sistem Manajemen SDM Aparatur

· Sekretariat

· Irban PA

	7.
	Pelaksanaan evaluasi jabatan 
	1. Informasi faktor jabatan telah disusun;
2. Peta jabatan telah ditetapkan;

3. Kelas jabatan telah ditetapkan;

4. Unit kerja telah diimplementasikan standar kompetensi jabatan (SKJ);

5. Unit kerja melaksanakan evaluasi jabatan berdasarkan SKJ.

	· SK/Per-KDH tentang informasi faktor jabatan
· SK/per-KDH tentang peta jabatan, kelas jabatan

· Bukti SKJ telah diimplementasikan

· Laporan evaluasi jabatan berdasarkan SKJ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	· Tim Area Sistem Manajemen SDM Aparatur

· Sekretariat

· Irban PA

	8.
	Sistem Informasi Kepegawaian
	1. Simpeg telah dibangun sesuai kebutuhan;

2. Simpeg terus dimutakhirkan;

3. Simpeg digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM;

4. Simpeg dapat diakses oleh pegawai;


	· Screenshot simpeg
· Bukti pemutakhiran simpeg

· Bukti simpeg digunakan dalam pengambilan kebijakan SDM

· Screenshot simpeg dapat diakses pegawai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Aspek Reform

1. Kinerja individu;

2. Evaluasi jabatan;

3. Assesment pegawai;

4. Pelanggaran disiplin pegawai;

5. Kebutuhan pegawai;

6. Penyetaraan jabatan;

7. Manajemen talenta.
	a. Ukuran kinerja berorientasi hasil (outcame) sesuai levelnya;

b. Pencapaian kinerja individu menjadi dasar dalam pemberian tunjangan kinerja/penghasilan;

c. Hasil evaluasi jabatan pimpinan tinggi sudah disampaikan ke menteri/pejabat berwenang;
d. Hasil assessment telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai;
e. Terjadi penurunan pelanggaran disiplin pegawai;

f. Hasil perhitungan kebutuhan pegawai dijadikan dasar dalam pembuatan formasi dan penerimaan pegawai baru;

g. Penyataraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional dalam rangka penyederhanaan birokrasi;

h. Pemetaan talenta digunakan untuk proses penempatan jabatan kritikal dan rencana suksesi jabatan;

i. Penerapan manajemen talenta dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi.

	· Hasil evaluasi capaian kinerja

· Bukti pembayaran TPP

· Laporan hasil assesment pegawai

· Laporan monev disiplin pegawai

· SOP penyataran jabatan

· Laporan pemetan talenta pegawai

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	INSPEKTUR

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

SUSANTO

NIP. 196306121985031001
	SEKRETARIS

Desi Sinorita, S.Kom.

NIP. 197203132002122004

IRBAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN APARATUR

Sumanjaya, S.E., M.Ak.

NIP.197802172002121003
	TIM AREA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR

	
	
	1. Rini Rachmawati, A.Ks. (Koordinator)

2. Ibnu Suzano, S.E., M.Ec.Dev (Anggota)

3. Dina Diana, S.H. (Anggota)


	: ..........................

                                    : ..........................

: ..........................                               


6. RENCANA KERJA AREA PENGUATAN AKUNTABILITAS

	No
	Unsur Penilaian PMPRB
	Kegiatan
	Jenis Dokumen/Bukti Dukung
	Sept
	Okt
	Nop
	Des
	Jan
	Feb
	Mar
	Apr
	Mei
	Juni
	Juli
	Agust
	Penanggung Jawab

	1.
	Keterlibatan pimpinan  
	1. Pimpinan terlibat langsung saat penyusunan renstra;

2. Pimpinan terlibat langsung saat penyusunan penetapan kinerja;

3. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala;

4. Pimpinan memahami kinerja yang harus dicapai dalam jangka menengah;

5. Pimpinan memahami kinerja yang diperjanjikan setiap tahun;

6. Pimpinan memantau pencapaian kinerja berkala;
	ST/SK petugas penyusunan renstra, undangan, foto, daftar hadir, notulen. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	· Tim Area Penguatan Akuntabilitas
· Sekretariat

	2.
	Pengelolaan akuntabilitas kinerja
	1. Upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja;

2. Pedoman akuntabilitas kinerja telah disusun;

3. Pemutakhiran data kinerja secara berkala; 
	a. ST diklat/bimtek/PKS peningkatan kapasitas SDM 

b. Pedoman akuntabilitas kinerja

c. ST dan Laporan pemutakhiran data kinerja 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	· Tim Area Penguatan Akuntabilitas

· Sekretariat

	3.
	Aspek Reform

1. Efektifitas dan efisiensi anggaran;

2. Pemanfaatan aplikasi akuntabililtas kinerja;

3. Pemberian reward and punishment;

4. Kerangka logis kinerja;
	1. Penggunaan anggaran efektif dan efisien;

2. Perhitungan jumlah program/kegiatan yang ada;

3. Perhitungan jumlah program/kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja utama;
4. Presentase sasaran dengan capaian 100% atau lebih;

5. Persentase anggaran berhasil direfecusing untuk mendukung tercapainya kinerja utama;

6. Aplikasi terintegrasi dan dimanfaatkan;

7. Hasil capaian/monev PK dijadikan dasar pemberian reward and punishment;

8. Terdapat peta strategis mengacu pada kinerja utama dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai;

	Renstra, Renja, Laporan SAKIP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	· Tim Area Penguatan Akuntabilitas

· Sekretariat


	INSPEKTUR

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

SUSANTO

NIP. 196306121985031001
	SEKRETARIS

Desi Sinorita, S.Kom.

NIP. 197203132002122004
	TIM AREA PENGUATAN AKUNTABILITAS

	
	
	1. Mulyadi,S.E. (Koordinator)

2. Novilia Anggraika, S.E. (Anggota)

3. Shandra Handika, S.Kom. (Anggota)


	: ..........................

                                    : ..........................

: ..........................                               


7. RENCANA KERJA AREA PENGUATAN PENGAWASAN

	No
	Unsur Penilaian PMPRB
	Kegiatan
	Jenis Dokumen/Bukti Dukung
	Sept
	Okt
	Nop
	Des
	Jan
	Feb
	Mar
	Apr
	Mei
	Juni
	Juli
	Agust
	Penanggung Jawab

	1.
	Gratifikasi 
	1. Terdapat kebijakan penanganan gratifikasi;

2. Telah dilakukan public campaign;

3. Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan;

4. Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi;

5. Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti;


	a. Peraturan penanganan gratifikasi;

b. Foto kegiatan public campaign;

c. ST monev penanganan gratifikasi;

d. Laporan  monev;
e. Laporan TL gratifikasi.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	· Tim Area Penguatan Pengawasan
· Irban PA



	2.
	Penerapan SPIP
	1. Terdapat peraturan tentang SPIP;

2. Telah dibangun lingkungan pengendalian;

3. Telah diidentifikasi lingkungan pengendalian;

4. Telah dilakukan penilaian risiko organisasi;

5. Telah dilakukan kegiatan untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi; 

6. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait;

7. Telah dilakukan pemantauan pengendalian intern;
8. Unit kerja telah melakukan evaluasi atas penerapan SPI. 
	a. Peraturan SPIP;
b. SK pembangunan lingkungan pengendalian;

c. Laporan identifikasi lingkungan pengendalian;

d. Laporan penilaian risiko organisasi;

e. Laporan kegiatan minimalisir risiko;

f. Media sosialisasi SPI;

g. ST monev SPI;

h. Laporan monev SPI

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	· Tim Area Penguatan Pengawasan

· Irban PSEB



	3.
	Pengaduan Masyarakat


	1. Telah disusun kebijakan pengaduan masyarakat; 

2. Penanganan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan;

3. Hasil penanganan pengaduan telah ditindaklanjuti;

4. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat;

5. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti; 


	a. Kebijakan pengaduan masyarakat;
b. Sosialisasi penanganan pengaduan masyarakat;

c. ST monev penanganan pengaduan masyarakat;

d. Laporan hasil penanganan pengaduan;

e. Laporan TL LHE penanganan pengaduan masyarakat.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	· Tim Area Penguatan Pengawasan

· Irban Keu dan Aset Daerah



	4.
	Whistleblowing System
	1. Terdapat whistleblowing system;

2. WBS telah disosialisasikan;

3. WBS telah diimplementasikan;

4. Telah dilakukan evaluasi atas WBS;

5. Hasil evaluasi WBS telah ditindaklanjuti.


	a. Screenshot WBS;
b. Screenshot sosialisasi WBS;

c. ST monev WBS;

d. Laporan monev WBS;

e. Laporan TL WBS;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	· Tim Area Penguatan Pengawasan

· Irban PA



	5.
	Penanganan benturan kepentingan
	1. Terdapat penanganan benturan kepentingan;

2. Penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan;

3. Dilakukan evaluasi penanganan benturan kepentingan;

4. Hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti.

	a. Peraturan tentang penanganan benturan kepentingan;
b. Laporan monev penanganan benturan kepentingan;

c. Monev sudah ditindaklanjuti.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	· Tim Area Penguatan Pengawasan

· Irban Keu dan Aset Daerah



	6.
	Pembangunan Zona Integritas
	1. Telah dilakukan pencanangan ZI;
2. Telah ditetapkan unit yang akan dikembangkan menjadi ZI;

3. Telah dilakukan pembangunan ZI;

4. Telah dilakukan evaluasi ZI yang telah ditentukan;

5. Terdapat unit kerja yang ditetapkan sebagai “menuju WBK/WBBM”.


	a. SK pencanangan ZI;
b. SK penetapan unit pengembangan ZI;

c. SK pembangunan ZI;

d. Laporan monev ZI;

e. SK/Surat usulan unit kerja yang ditetapkan sebagai ZI menuju WBK/WBBM;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	· Tim Area Penguatan Pengawasan

· Irban PA



	7.
	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 
	1. Rekomendasi APIP didukung dengan komitmen pimpinan;

2. APIP didukung dengan SDM yang memadai secara kualitas dan kuantitas;

3. APIP didukung dengan anggaran yang memadai;

4. APIP berfokus pada client dan audit berbasis risiko.

	a. LHP;
b. Rekapitulasi data SDM;

c. DPA/DPPA;

d. Peta risiko
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	· Tim Area Penguatan Pengawasan

· Irban PSEB



	8.
	Aspek Reform

1. Penyampaian LHKPN;

2. Penyampaian LHKASN;

3. Mekanisme pengendalian aktivitas;

4. Penanganan pengaduan masyarkat;

5. Pembangunan ZI;

6. Peran APIP.
	1. Persentase penyampaian LHKPN dan LHKASN;

2. Jumlah yang melaporkan;

3. Jumlah yang sudah melaporkan.

4. Mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang; 

5. Persentase penanganan pengaduan masyarakat;

6. Komitmen pembangunan ZI (kumulatif);

7. Pemetaan unit kerja untuk pembangunan ZI;

8. Jumlah WBK dalam 1 tahun;

9. Jumlah WBBM dalam 1 tahun;

10. APIP menjalankan fungsi konsultatif;

11. APIP memberikan saran masukan terkait peningkatan kinerja unit kerja.
	a. Laporan kegiatan LHKPN dan LHKASN;

b. Laporan kegiatan ZI;

c. ST, surat masuk terkait permintaan telaah, surat keluar terkait hasil telaah;


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	· Tim Area Penguatan Pengawasan

· Irban PA

· Irban Keu dan Aset Daerah

· Irban PSEB




	INSPEKTUR

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

SUSANTO

NIP. 196306121985031001
	IRBAN BIDANG KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Afrizah, S.E., M.M.

NIP.196404221985032005

IRBAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN APARATUR

Sumanjaya, S.E., M.Ak.

NIP.197802172002121003

IRBAN BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL, EKONOMI, DAN BUDAYA

Imam Kusnadi, S.E., MAB

NIP.197506092008121003
	TIM AREA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR

	
	
	1. Dicky Zulkarnain, S.E. (Koordinator)

2. Eka Susanto, S.E. (Anggota)

3. Jekson Silaban, S.H. (Anggota)


	: ..........................

                                    : ..........................

: ..........................                               


8. RENCANA KERJA AREA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

	No
	Unsur Penilaian PMPRB
	Kegiatan
	Jenis Dokumen/Bukti Dukung
	Sept
	Okt
	Nop
	Des
	Jan
	Feb
	Mar
	Apr
	Mei
	Juni
	Juli
	Agust
	Penanggung Jawab

	1.
	Standar pelayanan
	1. Terdapat kebijakan standar pelayanan;

2. Standar pelayanan telah dimaklumatkan;

3. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan;


	a. SOP standar pelayanan;

b. Maklumat standar pelayanan;

c. ST reviu standar pelayanan;

d. Laporan  reviu;


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	· Tim Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
· Sekretariat

· Irban PA

· Irban Keu dan Aset Daerah

· Irban PSEB



	2.
	Budaya Pelayanan Prima
	1. Upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima;

2. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;

3. Terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan;

4. Terdapat system pemberian kompensasi kepada penerima pelayanan bila layanan tidak sesuai standar;

5. Terdapat sarana pelayanan terpadu/terintegrasi; 

6. Terdapat inovasi pelayanan;


	a. ST diklat/bimtek/PKS terkait kompetensi pelayanan prima;

b. Screenshot media pelayanan;

c. Kebijakan pemberian reward/punishment kepada petugas pemberi layanan;

d. Kebijakan tentang pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar;

e. Screenshoot sarana pelayanan terpadu/terintegrasi;

f. Screeshot/laporan inovasi pelayanan
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	· Tim Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

· Sekretariat

· Irban PA

· Irban Keu dan Aset Daerah

· Irban PSEB



	3.
	Pengelolaan pengaduan

	1. Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan; 
2. Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan;

3. Seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan;

4. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi;


	a. Kebijakan media pengaduan dan konsultasi pelayanan;
b. SK unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan;

c. Laporan hasil pelayanan pengaduan dan konsultasi;

d. ST monev atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi;

e. Laporan monev.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	· Tim Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

· Sekretariat

· Irban PA

· Irban Keu dan Aset Daerah

· Irban PSEB



	4.
	Penilaian kepuasan terhadap pelayanan
	1. Dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayana;

2. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;

3. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat.

	a. Screenshot media survei kepuasan;

b. Laporan hasil survei;

c. Laporan TL survei;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	· Tim Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

· Sekretariat

· Irban PA

· Irban Keu dan Aset Daerah

· Irban PSEB



	5.
	Pemanfaatan teknologi informasi
	1. Telah diterapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan;

2. Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus;


	a. Scrennshot media tekonologi informasi dalam memberikan pelayanan;

b. Laporan monev atas teknologi informasi dalam memberikan pelayanan;


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	· Tim Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

· Sekretariat

· Irban PA

· Irban Keu dan Aset Daerah

· Irban PSEB



	6.
	Aspek Reform

1. Upaya dan/atau inovasi mendorong perbaikan pelayanan publik;
2. Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah;

3. Penanganan pengaduan pelayanan;


	1. Kesesuaian persyaratan, kemudahan sistem, mekanisme dan prosedur, kecepatan waktu penyelesaian, kejelasan biaya/gratis, kualitas produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, kualtias sapras, penanganan pengaduan, saran dan masukan;

2. Waktu lebih cepat, alur lebih pendek/singkat, terintegrasi dengan aplikasi;

3. Penanganan pengaduan pelayanan dan konsultasi dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsif dan bertanggung jawab.


	a. SOP pelayanan;

b. Screnshot media/kanal pengaduan dan konsultasi;


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	· Tim Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

· Sekretariat

· Irban PA

· Irban Keu dan Aset Daerah

· Irban PSEB




	INSPEKTUR

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

SUSANTO

NIP. 196306121985031001
	SEKRETARIS

Desi Sinorita, S.Kom.

NIP. 197203132002122004


	IRBAN BIDANG KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Afrizah, S.E., M.M.

NIP.196404221985032005
	IRBAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN APARATUR

Sumanjaya, S.E., M.Ak.

NIP.197802172002121003
	IRBAN BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL, EKONOMI, DAN BUDAYA

Imam Kusnadi, S.E., MAB

NIP.197506092008121003



	
	
	AREA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK



	
	
	1. Adriansyah, S.E. (Koordinator)                              : ...........................
2. M. Debit Eka Wahyudi, S.E. (Anggota)                                                       : ...........................
3. Suhamdani, S.E. (Anggota)                                   : ...........................
4. Ramsie, S.E. (Anggota)                                                                              : ...........................


Lampiran 2

Surat Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Nomor
: 800/       /IRBAN I-INPTD

Tanggal 
:       Juni 2020
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PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG


INSPEKTORAT  DAERAH


KOMPLEKS PERKANTORAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG


JLN. PULAU BELITUNG NO. 3 KELURAHAN AIRITAM PANGKALPINANG TELP. (0717) 439313 FAX  (0717) 434693 
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